BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik malojongkon boru terhadap
anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan dengan menggunakan analisis
berdasarkan ketentuan KUHP Tahun 2023 dan Figh Jinayah, penelitian ini
menunjukkan bahwa praktik malojongkon boru tidak hanya berkaitan dengan adat
istiadat masyarakat Mandailing, tetapi juga memiliki implikasi hukum terhadap
perlindungan anak dan hak orang tua. Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh
dalam penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah
dirumuskan sejak awal penelitian. Dimana kesimpulan dari penelitian kemudian
diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik malojongkon boru di Kecamatan Panyabungan masih ditemukan
sebagai salah satu cara yang dipilih olenh pasangan ketika menghadapi
hambatan dalam melangsungkan perkawinan, seperti tidak memperoleh restu
keluarga, keterbatasan ekonomi, perbedaan pandangan antar keluarga, maupun
belum terpenuhinya ketentuan adat perkawinan. Dalam praktiknya, laki-laki
membawa anak perempuan ke rumah kerabat atau keluarganya, kemudian
keluarga laki-laki menyampaikan mandok ulang agoan sebagai pemberitahuan
kepada keluarga perempuan. Selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui
marpokat yang melibatkan keluarga kedua belah pihak, hatobangon, dan unsur
Dalihan Na Tolu. Meskipun penyelesaian dilakukan melalui mekanisme adat,
masyarakat Mandailing pada umumnya tidak memandang malojongkon boru
sebagai perbuatan yang dibenarkan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap
tata cara perkawinan adat yang harus segera diselesaikan demi memulihkan
hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

2. Ditinjau dari perspektif KUHP Tahun 2023, praktik malojongkon boru
terhadap anak di bawah umur berpotensi memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 454 KUHP Tahun 2023 apabila dilakukan
dengan membawa anak dari pengawasan orang tua atau wali tanpa persetujuan

yang sah. Penyelesaian melalui mekanisme adat tidak menghapus

62



63

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak
pidana telah terpenuhi. Sementara itu, dalam perspektif Figh Jinayah, praktik
malojongkon boru tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud maupun
gisas-diyat, tetapi lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir karena
mengandung unsur pelanggaran terhadap hak anak, hak orang tua atau wali,
serta kepentingan umum. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap
perbuatan tersebut menjadi kewenangan hakim atau ulil amri dengan
mempertimbangkan kemaslahatan, perlindungan terhadap anak, serta
ketertiban masyarakat. Dengan demikian, praktik malojongkon boru tidak
dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan adat, tetapi juga harus dilihat
sebagai persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan
tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak setiap anak.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal
yang perlu mendapat perhatian sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap
anak serta mewujudkan pelaksanaan hukum adat yang selaras dengan hukum
nasional dan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat adat Mandailing, khususnya di Kecamatan Panyabungan,
diharapkan tetap menjaga nilai-nilai adat yang berlaku, namun pelaksanaannya
perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip perlindungan
anak. Penyelesaian melalui mekanisme adat hendaknya tidak dimaknai sebagai
pembenaran terhadap praktik malojongkon boru, serta tidak melangkahi
ketentuan hukum nasional yang ada terutama apabila melibatkan anak di
bawah umur.

2. Kepada tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan aparat penegak
hukum, diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya perlindungan anak, prosedur perkawinan yang sesuai dengan
ketentuan hukum, serta batas-batas penyelesaian perkara melalui mekanisme

adat. Kemudian perlu adanya Sinergi antara lembaga adat dan aparat penegak
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hukum yang diperkuat agar penyelesaian sengketa tetap menghormati nilai-
nilai adat tanpa mengesampingkan perlindungan hukum terhadap anak.

. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian
mengenai praktik malojongkon boru dengan ruang lingkup yang lebih luas,
baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun antropologi hukum, sehingga
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika
hukum adat dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan terhadap

perempuan dan anak.
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LAMPIRAN

Nama :AS

Status : Hatobangon (Tokoh Adat)

Desa : Siobon

1. Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Desa Siobon dan berapa

jumlah kasus yang pernah terjadi menurut pengetahuan Bapak?
Jawaban : Di Desa Siobon praktik malojongkon boru masih sering terjadi
pengetahuan saya sebagai Hatobangon, terdapat sekitar 10 kasus sejak tahun
2025 hingga 2026 dimana pada umumnya pasangan telah menjalin hubungan
cukup lama melakukan malojongkon boru akibat adanya hambatan dari
keluarga sehingga memilih jalan pintas tersebut.

2. Apa faktor yang paling sering melatarbelakangi terjadinya praktik malojongkon
boru di desa ini?

Jawaban: Penyebab yang paling sering terjadi akibat tidak adanya restu dari
orang tua, kemudian disusul oleh keterbatasan ekonomi dan belum mampu
memenuhi mahar (tuor) maupun biaya adat perkawinan.

3. Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat

Mandailing di desa ini?
Jawaban: Setelah perempuan dibawa, keluarga laki-laki melakukan mandok
ulang agoan sebagai pemberitahuan kepada keluarga perempuan kemudian
dilakukan marpokat untuk mencari penyelesaian. Jika sepakat maka lanjut
dengan patibal burangir, yaitu penyajian daun sirih sebagai simbol permintaan
maaf dan perdamaian. Namun, apabila patibal burangir ditolak, perempuan
dapat dikembalikan kepada keluarganya sesuai hasil musyawarah.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan terhadap praktik
malojongkon boru di desa ini, dan mengapa penyelesaian tersebut dipilin?
Jawaban: Di Desa Siobon penyelesaian yang paling sering dilakukan adalah
melangsungkan perkawinan setelah tercapai kesepakatan dalam musyawarah
adat hal ini dipilih agar menjaga hubungan kedua keluarga dan status pasangan

menjadi jelas menurut adat maupun agama.
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5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik malojongkon boru, khususnya
apabila melibatkan anak di bawah umur?
Jawaban: Menurut saya praktik tersebut tidak sesuai dengan tata cara adat
Mandailing namun masih banyak keluarga tetap memilih menyelesaikannya
melalui perkawinan setelah musyawarah adat karena ingin menjaga
kehormatan keluarga dan menghindari timbulnya aib di tengah masyarakat.

Nama :PL

Status : Hatobangon (Tokoh Adat)

Desa : Aek Mata

1. Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Desa Aek Mata dan apa
yang menjadi penyebabnya?
Jawaban: Di Aek Mata, ada sekitar 5 kasus yang saya ketahui biasanya
perbuatan tersebiut disebabkan hubungan pasangan tidak mendapat restu
keluarga, ditambah persoalan ekonomi dan belum sanggup memenuhi sinamot
serta keperluan adat.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat
Mandailing di desa ini?
Jawaban: Setelah terjadi malojongkon boru pihak laki-laki memberitahukan
pihak keluarga perempuan bahwa anak mereka berada bersama mereka
mandok ulang agoan, kemudian kedua keluarga dipertemukan dalam
marpokat. Jika sudah ada kesepakatan, dilakukan patibal burangir sebagai
tanda permintaan maaf dan perdamaian.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon
boru yang terjadi?
Jawaban: Pada awalnya ada keluarga yang merasa keberatan karena tindakan
tersebut  dilakukan  tanpa  persetujuan  mereka. Namun  setelah
dimusyawarahkan, kebanyakan keluarga menerima penyelesaian dengan
perkawinan untuk menjaga hubungan keluarga dan menghindari aib di
masyarakat.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Desa Aek Mata?
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Jawaban: Penyelesaian yang lebih banyak dilakukan adalah melangsungkan
pernikahan setelah kedua keluarga mencapai kesepakatan dalam musyawarah
adat hal tersebut dilator belakangi oleh anggapan masyarakat jika di batalkan
pernikahan tersebut bisa menimbulkan aib bagi kedua belah pihak.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila
melibatkan anak di bawah umur?
Jawaban: Jika yang dibawa itu masih di bawah umur, tentu persoalannya harus
lebih diperhatikan untuk penyelesaian adat nya apalagi malojongkon boru tetap
bukan cara yang dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan namun karena
masyarakat juga mempertimbangkan nama baik keluarga, tidak sedikit yang
akhirnya memilih menyelesaikannya - melalui perkawinan setelah ada
kesepakatan dalam musyawarah adat agar persoalan tidak menjadi aib bagi
keluarga.

Nama : ML

Status  : Hatobangon (Tokoh Adat)

Kelurahan: Huta Siantar

1. Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Huta Siantar dan apa
yang menjadi penyebabnya?
Jawaban: Di Huta Siantar terdapat sekitar 5 kasus yang saya ketahui.
Kebanyakan berawal dari hubungan yang sudah dijalani pasangan, tetapi tidak
mendapat persetujuan keluarga. Ada juga yang disebabkan persoalan ekonomi
dan belum terpenuhinya keperluan adat perkawinan.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat
Mandailing di desa ini?
Jawaban: Biasanya pihak laki-laki lebih dahulu melakukan mandok ulang
agoan, kemudian keluarga kedua belah pihak duduk bersama dalam marpokat,
saat musyawarah itu dibicarakan kesalahan yang terjadi dan bagaimana
tanggung jawab pihak laki-laki. Setelah ada keputusan, dilakukan penyelesaian
sesuai kesepakatan adat, termasuk patibal burangir sebagai tanda permintaan
maaf.
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3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon

boru yang terjadi?
Jawaban: Sebagian keluarga masih menerima penyelesaian melalui adat karena
yang diutamakan adalah perdamaian kedua keluarga. Tetapi ada juga yang
mulai tidak setuju dengan perbuatan tersebut dan berpendapat bahwa
penyelesaiannya harus memperhatikan hukum yang berlaku, terutama jika
yang dibawa masih di bawah umur.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Huta Siantar?
Jawaban: Di Huta Siantar, penyelesaian yang sering dilakukan adalah
penerapan denda adat. Denda tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung
jawab atas pelanggaran tata cara adat yang telah dilakukan. Besarnya dan
bentuk penyelesaiannya ditentukan melalui hasil musyawarah keluarga dan
Hatobangon.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila

melibatkan anak di bawah umur?
Jawaban: Sekarang pemikiran masyarakat sudah mulai berkembang. Ada yang
berpendapat bahwa kalau menyangkut anak di bawah umur, harus mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku. Namun, sepanjang yang saya ketahui,
penyelesaian yang dilakukan di masyarakat tetap melalui adat terlebih dahulu
untuk mendamaikan keluarga dan supaya persoalannya tidak menjadi lebih
besar.

Nama RN

Status  : Hatobangon (Tokoh Adat)

Kelurahan: Sipolu-polu

1. Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Sipolu-polu dan apa yang
menjadi penyebabnya?

Jawaban: Ada sekitar 4 kasus biasanya pasangan sudah lama berhubungan,
tetapi belum mendapat persetujuan keluarga. Ada juga yang terkendala
ekonomi dan biaya adat sehingga akhirnya memilih melakukan malojongkon

boru.
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2. Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat

Mandailing di desa ini?
Jawaban: Setelah kejadian pihak laki-laki datang menyampaikan mandok ulang
agoan kepada keluarga perempuan. Kemudian kedua keluarga berkumpul
untuk marpokat dan membicarakan bagaimana persoalannya diselesaikan. Dari
situlah ditentukan apa yang harus dilakukan menurut adat.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon

boru yang terjadi?
Jawaban: Ada keluarga yang merasa keberatan dan memilih agar persoalannya
diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Tetapi dari pihak adat tetap
diupayakan musyawarah terlebih dahulu agar kedua keluarga bisa berdamai
dan masalahnya tidak semakin besar.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Sipolu-polu?
Jawaban: Di sini lebih sering diselesaikan dengan denda adat. Besarnya dan
bagaimana pelaksanaannya dibicarakan dalam marpokat. Setelah itu dilakukan
patibal burangir sebagai tanda permintaan maaf dan untuk mendamaikan
kedua keluarga.

5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila

melibatkan anak di bawah umur?
Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu persoalannya harus
diperhatikan dengan serius. Ada keluarga yang memilih menempuh hukum
yang berlaku, tetapi sebagai Hatobangon kami tetap mengupayakan
musyawarah adat terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua pihak dan
menjaga agar hubungan keluarga tidak semakin buruk

Nama RN

Status  : Hatobangon (Tokoh Adat)

Kelurahan: Panyabungan Il1

1. Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Panyabungan Il dan apa
yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Panyabungan Ill, yang saya ketahui ada sekitar 4 kasus.

Kebanyakan bermula dari pasangan yang sudah dekat, tetapi hubungan mereka
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tidak mendapat persetujuan keluarga. Masalah ekonomi dan biaya perkawinan
juga menjadi salah satu alasan terjadinya hal tersebut.

. Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat
Mandailing di desa ini?

Jawaban: Biasanya keluarga laki-laki menyampaikan mandok ulang agoan
terlebih dahulu. Setelah itu kedua keluarga dipertemukan dalam marpokat
bersama Hatobangon untuk mencari jalan keluar. Kalau sudah ada keputusan,
pihak yang melakukan akan menjalankan kewajiban adat yang telah disepakati.
. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon
boru yang terjadi?

Jawaban: Tidak semua keluarga langsung menerima. Ada yang merasa kecewa
karena anaknya dibawa tanpa persetujuan. Tetapi setelah dibicarakan bersama,
sebagian keluarga bersedia menerima penyelesaian adat supaya hubungan
kedua keluarga tidak putus dan persoalan tidak menjadi semakin besar.

. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Panyabungan
1n?

Jawaban: Di Panyabungan Ill, penyelesaiannya lebih sering berupa denda adat.
Denda tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pihak laki-laki atas perbuatan
yang dilakukan dan besarannya ditentukan melalui hasil marpokat. Dalam
prosesnya juga dapat dilakukan patibal burangir sebagai tanda permintaan
maaf dan perdamaian.

. Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila
melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu harus lebih hati-hati
dalam menyelesaikannya. Sekarang ada masyarakat yang sudah memilih
berpedoman pada hukum yang berlaku apabila merasa perbuatannya sudah
masuk persoalan hukum. Namun, Hatobangon tetap mengupayakan
musyawarah terlebih dahulu agar kedua keluarga dapat berdamai, tanpa

mengabaikan aturan yang berlaku.
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Nama :BA

Status  : Hatobangon (Tokoh Adat)

Kelurahan: Darussalam

1. Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Darussalam dan apa yang

menjadi penyebabnya?
Jawaban: Di Darussalam, yang saya ketahui ada sekitar 6 kasus. Biasanya
pasangan sudah menjalin hubungan, tetapi keinginan mereka untuk menikah
belum mendapat persetujuan keluarga. Ada pula yang belum siap dengan biaya
perkawinan dan Kketentuan adat sehingga akhirnya mengambil jalan
malojongkon boru.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat

Mandailing di desa ini?
Jawaban: Pihak laki-laki terlebih dahulu menyampaikan mandok ulang agoan
kepada keluarga perempuan. Setelah itu keluarga kedua belah pihak
dipertemukan dalam marpokat bersama Hatobangon dan unsur Dalihan Na
Tolu. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan apa yang menjadi persoalan dan
bagaimana hubungan kedua keluarga dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon

boru yang terjadi?
Jawaban: Keluarga perempuan tentu ada yang merasa kecewa karena
keputusan membawa anak dilakukan tanpa pembicaraan dengan keluarga.
Namun setelah dilakukan musyawarah, kebanyakan keluarga memilih
menerima penyelesaian secara adat agar hubungan kedua keluarga tetap baik
dan persoalan tidak berlarut-larut.

4. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Darussalam?
Jawaban: Di Darussalam, kebanyakan kasus yang saya ketahui akhirnya
dilanjutkan dengan pernikahan setelah kedua keluarga mencapai kesepakatan.
Sebelum itu tetap dilakukan penyelesaian adat, termasuk patibal burangir
sebagai tanda permintaan maaf dan upaya memperbaiki hubungan kedua

keluarga.
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5. Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila
melibatkan anak di bawah umur?
Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu kita tidak bisa
menganggapnya sebagai persoalan biasa. Ada masyarakat yang sekarang sudah
lebih memahami aturan hukum dan memilih mempertimbangkan jalur hukum.
Namun, dari sisi adat kami tetap berusaha mempertemukan keluarga dan
bermusyawarah terlebih dahulu supaya ada perdamaian dan persoalannya tidak
semakin besar.

Nama : BA

Status: Hatobangon (Tokoh Adat)

Desa: Pidoli Lombang

1. Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Pidoli Lombang dan apa
yang menjadi penyebabnya?
Jawaban: Di Pidoli Lombang, ada sekitar 4 kasus yang saya ketahui.
Kejadiannya biasanya bermula dari pasangan yang sudah saling mengenal dan
ingin tetap bersama, tetapi belum mendapat persetujuan keluarga. Dalam
beberapa keadaan, persoalan ekonomi dan biaya adat juga menjadi
pertimbangan.

2. Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat
Mandailing di desa ini?
Jawaban: Setelah perempuan dibawa, keluarga laki-laki menyampaikan
mandok ulang agoan kepada keluarga perempuan. Kemudian kedua pihak
dipertemukan dalam marpokat bersama Hatobangon dan unsur Dalihan Na
Tolu. Dari hasil pembicaraan itu ditentukan kewajiban pihak laki-laki dan
bentuk penyelesaian yang harus dilakukan.

3. Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon
boru yang terjadi?
Jawban: Ada keluarga yang sejak awal merasa keberatan karena anaknya
dibawa tanpa persetujuan. Namun, setelah dibicarakan melalui musyawarah
adat, sebagian menerima penyelesaian yang ditetapkan agar hubungan kedua

keluarga tetap terjaga dan masalahnya tidak berlarut-larut.
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Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Pidoli Lombang?
Jawaban: Di sini penyelesaiannya lebih banyak melalui denda adat. Setelah
marpokat, ditentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.
Biasanya penyelesaian juga disertai patibal burangir sebagai tanda permintaan
maaf dan upaya mendamaikan kedua keluarga.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila
melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau masih di bawah umur, tentu harus lebih diperhatikan karena
persoalannya bukan lagi sekadar hubungan antara dua orang. Ada keluarga
yang sekarang memilih mempertimbangkan hukum yang berlaku, tetapi
Hatobangon tetap berusaha mempertemukan kedua keluarga melalui
musyawarah agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak semakin

melebar.

Nama : BA
Status: Hatobangon (Tokoh Adat)
Kelurahan: Pidoli Dolok

1.

Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Pidoli Dolok dan apa
yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Di Pidoli Dolok, berdasarkan yang saya ketahui terdapat sekitar 5
kasus. Kebanyakan terjadi karena pasangan sudah memiliki hubungan, tetapi
belum mendapat persetujuan dari keluarga. Ada juga yang dipengaruhi keadaan
ekonomi dan belum siap memenuhi kebutuhan perkawinan adat.

Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat
Mandailing di desa ini?

Jawaban: Pihak laki-laki menyampaikan mandok ulang agoan kepada keluarga
perempuan setelah perempuan dibawa. Kemudian kedua keluarga duduk
bersama dalam marpokat dengan Hatobangon dan unsur Dalihan Na Tolu. Dari
hasil musyawarah itu ditentukan bagaimana pihak laki-laki menyelesaikan
kewajibannya menurut adat.

Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon

boru yang terjadi?
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Jawaban: Pada awalnya keluarga perempuan ada yang tidak menerima karena
merasa tidak dilibatkan dalam keputusan. Tetapi setelah dibicarakan bersama,
sebagian besar memilih menerima penyelesaian adat supaya persoalan tidak

berlarut-larut dan hubungan antar keluarga tetap baik.

. Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Pidoli Dolok?

Jawaban: Yang lebih sering dilakukan di sini adalah denda adat. Setelah
keputusan diambil melalui marpokat, pihak laki-laki memenuhi kewajiban
yang telah ditentukan. Patibal burangir juga dilakukan sebagai bentuk
permintaan maaf dan tanda perdamaian antara kedua keluarga.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila
melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, tentu harus dipikirkan
lebih serius. Sekarang sudah ada keluarga yang memahami bahwa persoalan
seperti ini juga berkaitan dengan hukum yang berlaku. Namun, sebagai
Hatobangon kami tetap berusaha menyelesaikannya melalui musyawarah
terlebih dahulu supaya kedua keluarga berdamai dan persoalannya tidak

semakin panjang.

Nama : HP
Status: Hatobangon (Tokoh Adat)

Kelurahan: Panyabungan Jae

1.

Bagaimana praktik malojongkon boru yang terjadi di Panyabungan Jae dan apa
yang menjadi penyebabnya?

Jawaban: Yang saya ketahui ada sekitar 4 kasus. Biasanya hubungan antara
laki-laki dan perempuan sudah berjalan, tetapi belum mendapat persetujuan
keluarga. Ada juga yang terbentur masalah ekonomi atau belum mampu
memenuhi keperluan adat untuk melangsungkan perkawinan.

Bagaimana proses penyelesaian praktik malojongkon boru menurut adat
Mandailing di desa ini?

Jawaban: Sesudah perempuan dibawa, pihak laki-laki menyampaikan mandok

ulang agoan kepada keluarganya. Kemudian kedua keluarga dipanggil untuk
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marpokat bersama Hatobangon. Dari pertemuan itu dibicarakan kesalahan
yang terjadi dan apa saja yang harus diselesaikan oleh pihak laki-laki.
Bagaimana sikap keluarga perempuan terhadap penyelesaian malojongkon
boru yang terjadi?

Jawaban: Keluarga perempuan ada yang tidak menerima perbuatan itu karena
merasa keputusan dilakukan tanpa melibatkan mereka. Tetapi setelah ada
pembicaraan dengan pihak laki-laki dan Hatobangon, kebanyakan memilih
menyelesaikan secara adat agar hubungan kedua keluarga tetap baik dan
persoalan tidak menjadi lebih besar.

Bentuk penyelesaian adat apa yang paling sering dilakukan di Panyabungan
Jae?

Jawaban: Di sini biasanya diselesaikan dengan denda adat yang ditentukan
melalui marpokat. Pihak laki-laki  memenuhi kewajiban tersebut sebagai
bentuk tanggung jawab. Setelah itu dapat dilakukan patibal burangir sebagai
tanda permintaan maaf dan perdamaian.

Bagaimana pandangan Bapak terhadap malojongkon boru, khususnya apabila
melibatkan anak di bawah umur?

Jawaban: Kalau yang dibawa masih anak di bawah umur, tentu persoalannya
lebih berat dan harus dipertimbangkan dengan baik. Sekarang ada masyarakat
yang sudah mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku dan memilih untuk
menggunakannya. Tetapi Hatobangon tetap mengupayakan musyawarah
terlebih dahulu supaya kedua keluarga bisa berdamai dan persoalannya tidak

semakin panjang.

Nama : RA

Status: Keluarga Perempuan (1bu)

1.

Bagaimana peristiwa malojongkon boru yang dialami anak Ibu terjadi?
Jawaban: Anak saya dibawa oleh laki-laki yang sudah menjalin hubungan
dengannya. Kami dari keluarga tidak mengetahui sebelumnya dan tidak pernah
memberikan persetujuan untuk membawa anak saya.

Bagaimana sikap keluarga dan proses penyelesaian setelah peristiwa tersebut

terjadi?
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Jawaban: Kami merasa kecewa karena keluarga tidak dilibatkan dalam proses
tersebut. Setelah itu pihak laki-laki datang menyampaikan mandok ulang
agoan, kemudian dilakukan marpokat bersama keluarga dan Hatobangon.
Dalam musyawarah tersebut, keluarga menyampaikan keberatan, tetapi
penyelesaian akhirnya ditempuh melalui mekanisme adat sesuai hasil
pembicaraan bersama

3. Bagaimana pandangan Ibu apabila yang dibawa masih di bawah umur?
Jawaban: Kalau yang dibawa masih di bawah umur, menurut saya harus lebih
diperhatikan karena usianya masih muda. Jangan sampai persoalan seperti ini
membuat masa depan anak terganggu. Penyelesaiannya juga harus dipikirkan
dengan baik, bukan hanya untuk menjaga nama baik keluarga, tetapi juga
untuk kepentingan anak.

Nama : AN

Status: Keluarga Perempuan (Ayah)

1. Bagaimana peristiwa malojongkon boru yang dialami anak Bapak terjadi?
Jawaban: Anak saya dibawa oleh laki-laki yang sudah menjalin hubungan
dengannya. Sebelumnya saya tidak mengetahui rencana tersebut dan sebagai
orang tua saya juga tidak pernah memberikan persetujuan untuk membawa
anak saya.

2. Bagaimana sikap keluarga dan proses penyelesaian setelah peristiwa tersebut

terjadi?
Jawaban: Sebagai ayah, tentu saya merasa kecewa dan keberatan karena anak
dibawa tanpa pembicaraan dengan keluarga. Setelah kejadian, pihak laki-laki
datang menyampaikan mandok ulang agoan, selanjutnya kami dipertemukan
dalam marpokat bersama Hatobangon. Dalam musyawarah itu kami
menyampaikan keberatan, kemudian persoalan diselesaikan melalui
mekanisme adat.

3. Bagaimana pandangan Bapak apabila yang dibawa masih di bawah umur?
Jawaban: Kalau anak masih di bawah umur, menurut saya persoalannya harus
lebih diperhatikan karena dia masih berada dalam tanggung jawab orang tua.

Membawa anak tanpa persetujuan orang tua bukan sesuatu yang bisa dianggap
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biasa, sehingga penyelesaiannya harus benar-benar mempertimbangkan
keadaan dan masa depan anak.

Nama : AR

Status: Keluarga Perempuan (Paman)

1. Bagaimana peristiwa malojongkon boru yang dialami keponakan Bapak
terjadi?

Jawaban: Keponakan saya dibawa oleh laki-laki yang sudah memiliki
hubungan dengannya. Keluarga tidak mengetahui sebelumnya, sehingga kami
mengetahui setelah kejadian tersebut berlangsung.

2. Bagaimana sikap keluarga dan proses penyelesaian setelah peristiwa tersebut

terjadi?
Jawaban: Keluarga merasa keberatan karena keputusan membawa keponakan
saya dilakukan tanpa pembicaraan dengan keluarga. Setelah itu pihak laki-laki
datang menyampaikan mandok ulang agoan, kemudian kedua keluarga
dipertemukan dalam marpokat bersama Hatobangon. Dalam musyawarah
tersebut keberatan keluarga disampaikan dan akhirnya penyelesaian ditempuh
melalui adat.

3. Bagaimana pandangan Bapak apabila yang dibawa masih di bawah umur?
Jawaban: Kalau masih di bawah umur, menurut saya harus lebih diperhatikan
karena usianya masih muda dan masih menjadi tanggung jawab keluarga.
Jangan sampai persoalan seperti ini dianggap biasa hanya karena akhirnya
diselesaikan melalui adat. Keadaan anak dan masa depannya tetap harus

menjadi pertimbangan.
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